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ABSTRAK 

 

Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa pihak 

yang berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti PA/KPA, PPK, 

Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Salah satu pihak 

yang memegang peran fundamental ialah Pejabat Pembuat Komitmen atau yang 

biasa dikenal dengan PPK. Ditinjau dari segi hukum, PPK memiliki sejumlah tugas 

dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang, mulai dari perencanaan 

pengadaan hingga pengarsipan dan pemeliharaan dokumen kegiatan serta evaluasi 

penyedia. PPK dapat mengadakan perjanjian dengan penyedia maupun pihak 

ketiga. Hasil studi menunjukkan bahwa Tanggung jawab hukum bagi Pejabat 

Pembuat Komitmen atas wanprestasi pihak ketiga dalam pengadaan barang/ jasa 

pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen / PPK memiliki tanggung jawab 

untuk membuat penetapan berkaitan dengan pemberian sanksi sesuai dengan 

ketentuan Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Penerapan sanksi sanksi sesuai Pasal tersebut ialah pengenaan sanksi 

daftar hitam, pengenaan sanksi denda keterlambatam, sanksi pencairan jaminan dan 

sanksi ganti kerugian yang dalam prosesnya harus terlebih dahulu harus melalui 

mekanisme ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sanksi sanksi 

tersebut dikenakan kepada pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian 

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan asas Privity Of Contract yang termaksud 

dalam Pasal 1340 BW dan Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 

ketiga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah melalui 

Layanan penyelesaian sengketa kontrak oleh LKPP, yang meliputi arbitrase, 

konsiliasi, dan mediasi, serta dapat juga melalui penyelesaian melalui pengadilan 

dengan gugatan wanprestasi kepada pihak ketiga dan penyedia. 

 

Kata Kunci : Tanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen , Wanprestasi, Pihak 

Ketiga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

In the process of Government Goods/Services Procurement, several parties play a 

role, either directly or indirectly, such as the Budget User/Authorized Budget User 

(PA/KPA), Commitment-Making Official (PPK), Procurement Officer, and the 

Work Results Acceptance Committee/Official. One of the key parties holding a 

fundamental role is the Commitment-Making Official, commonly known as PPK. 

From a legal perspective, the PPK has several duties and authorities regulated by 

law, ranging from procurement planning to the archiving and maintenance of 

activity documents, as well as supplier evaluation. The PPK has the authority to 

enter into agreements with suppliers or third parties. The study results indicate that 

the legal responsibility of the Commitment-Making Official (PPK) for breaches of 

contract committed by third parties in government goods/services procurement 

includes the obligation of the PPK to issue decisions regarding the imposition of 

sanctions, in accordance with Article 78 of Presidential Regulation No. 12 of 2021 

concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government 

Goods/Services Procurement. The sanctions imposed under this regulation include 

blacklisting, late penalty fines, guarantee liquidation, and compensation penalties. 

These sanctions must first go through a mechanism established by the PPK. They 

are applied to parties directly involved in the procurement contract, in line with the 

principle of Privity of Contract as stipulated in Article 1340 of the Indonesian Civil 

Code (BW). The resolution of contract breaches by third parties in government 

goods/services procurement, according to Presidential Regulation No. 12 of 2021, 

involves contract dispute resolution services provided by LKPP, which include 

arbitration, conciliation, and mediation. Additionally, resolution can also be 

pursued through court proceedings by filing a breach of contract lawsuit against the 

third party and the supplier. 

Keywords: Liability, Commitment Making Official, Breach of Contract, Third 

Party 
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